PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR1 4TAHUN 2009
TENTANG

PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha
ekonomi masyarakat, perlu didukung dengan pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara
berkesinambungan agar mampu mengembangkan usaha,
meningkatkan pendapatan, menciptakan |lapangan kerja baru
dan mengurangi angka kemiskinan;

bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
Pemerintah dan Pemerintah Caerah menyediakan pembiayaan
bagi Usaha Mikro dan Kecil;

bahwa untuk mendukung pembiayaan Usaha Mikro dan Keclil
sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah
perlu menyediakan dana pinjaman bergulir sebagai modal
pengembtangan usaha,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir
Kabupaten Banyumas;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonasia Nomor 4388),



Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomecr 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikm,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866),

Peraturan Pemerintan Nomar 23 Tahun 200§ Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akutansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomeor 25, Tambahan
Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 4614),
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Noamor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738}

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Fenyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan,

Peraturan Caerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008
tenlang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerash Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomer 5, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAEUPATEN BANYUMAS

dan
BUFATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA
PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daeran sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah,
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjulnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang
dikelola dan diperuntukan secara khusus, dalam jangka waktu tertentu dimana
uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.

Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan
hidup sampai batas yang layak memilki pendapatan rendah secara ekonomis,
mempunyai daya beli yang rendah.

Masyarakat Miskin Produktif adalah masyarakat miskin yang melakukan kegiatan
usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yarg memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta nipiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki
hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimillki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupish) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,0C (lima ratus juta rupiah)
fidek termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adzlah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh crang persecrangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusanaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecll atau usaha besar
dengan jumiah kekayaan bersih leblh dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (duas milyar lima ratus juta
rupiah) sampai paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
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Kelompok lUisaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi
produktif yang tergabung dalam sebuah wadah/organisasi yang dibentuk atas

kehendak bersama cemi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup
anggotanya.

Pembiayaan adalah penyediaan dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah.

Penyaluran adalah penyaluran dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah
kepada pemochon yang memenuhi syarat melalui kerjasama Bank penyalur
dan/atau melalui Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.

Pengembalian adalah pengembalian pinjaman bergulir dalam angsuran dari
masyarakat penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Penyalur
dan/atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.

Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir
kategori macat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegialannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkal PPK-BLUD adalan pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang
sehat unluk meningkatkan pelayanan kepacda masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Perangkal Daemah adalah unsur pembaniu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi
pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang
bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat AFBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.



BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian dana pinjaman bergulir adalah untuk meningkatkan pertumbuhan
usaha mikro dan usana kecil di Daerah,

Pasal 3
Tujuan pemberian dana pinjaman bergulir adalah untuk meningkatkan pendapatan
pelaku usaha mikro dan usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, mengurangi
pengangguran, dan menekan angka kemiskinan di Daerah.

BAB Il
PEMBIAYAAN

Pasal 4
Pembiayaan dana pinjaman bergulir bersumber pada APBD

Pasal 5
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesualkan dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 6
Dalam hal program peryaluran dana pinjaman bergulir tidak diperiukan lagi oleh
masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menarik kembali semua dana pinjaman bergulir
yang dikelocla oleh masyarakat dengan persetujuan DFRD.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN

Pasal 7
(1) Pengelolaan dana pinjaman bergulir dilaksanakan oleh perangkat daerah yang
membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan pola PPK-BLUD atau sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



(3) Pelaksanaan pola PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
PENYALURAN PINJAMAN

Pasal 8
Penyaluran dana pinjaman bergulir dilaksanakan bekerasama dengan Bank
Pemerintah dan/atau lembaga keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk
sebagal lembaga penyalur pinjaman dan penerima angsuran dengan membuka
rekening khusus untuk pengelolaan dana pinjaman bergulir.

Pasal 9

(1) Dana pinjaman bergulir bagi pemohon usaha mikro diberikan dengan prosedur
mudah dan tanpa jaminar.

(2) Dana pinjaman bergulir bagi pemohon usaha kecil diberikan dengan prosedur
mudah dan dapat disertai jaminan.

(3) Ketentuan mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Besarnya pokok pinjaman dan persyaratan untuk memperoleh pinjaman bergulir diatur
iebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11
(1) Pemerintzah Daerah dapat memungut jasa atas dana pinjaman bergulir sebagai
biaya operasional, dengan ketentuan sebagai berkut
a. paling tinggi 6% (enam perseratus) per tahun dari pokok pinjaman bagi usaha
mikrg; dan
b. paling tinggi 12 % (duabelas perseratus) per tahun dari pokok pinjaman bagi
usaha kecil,

(2) Besaran jasa pinjaman dan penggunaan biaya operasional sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) ditetapkan oleh Bupali.



BAB VI
PENGEMBALIAN PINJAMAN

Fasal 12

Pengembalian dana pinjaman bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri
dari pokok angsuran ditambah jasa pinjaman.

Pasal 13

Tata cara dan jangka wezktu pengembalian dana pinjaman bergulir diatur lebih lanjut
oleh Bupati.

Pasal 14

Pengembalian pinjaman bergulir diklasifikasikan menjadi :

Lancar, yailu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu
tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati;

Kurang lancar, ysitu apakila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah
melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar tetapi belum

melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati,

Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman
sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut. tetapi belum
melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai
dengan perjanjian yarg telah disepakati;

Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak
lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaul

12 (duabelas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai cengan
perjanjian yang telah disepakati,

Bernasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekall angsuran pokok dan jasa
pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran
pokdk dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disspakati.

Pasal 15

(1) Pinjaman bergulir dengan klasifikasi macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 turuf d dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan

ulany melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika:

a. paninjam beriktikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang
akan dilakukan;



b. usaha yang dilakukan peminjam masih benalan dan mempunyai prospek
usaha baik;

C. peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi
pinjamannya.

(2) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang atas beban pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang
belum jatuh tempo dapat dihapus.

Pasal 16
Pinjaman bergulir dengan klasifikasi macet yang telah dilakukan pemulihan pinjaman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tetapi tidak terpulinkan, dikelompokan
dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.

Pasal 17
Pinjaman dengan klasifikasi macet yang terjadi karena peminjam meninggal dunia dan
tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya, gagal usaha akibat
bencana alam atau terjadi kerusuhan, dapal dilakukan pemindahbukuan dalam pos

pinjaman bermasalah tanpa proses pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1).

BAB VI
PENGHAPUSAN PINJAMAN

Pasal 18
Pinjamar bergulir dengan klasifikasi bermasalah dapat dilakukan penghapusbukuan,
dengan syarat °
a. pinjaman bermasalah telah melampaui waktu § (lima} tahun;
b. peminjam benar-benar tidak memiliki usaha yang dapat diandalkan untuk melunasi
hutangnya,
c. peminjam benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk melunasi hutangnya;
d. peminjam gagal usaha akibat bencana atau terjadi kerusuhan; atau

e. peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung
hutangnya.
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Pasal 19
Pinjaman bergulir derngan klasifikasi bermasalah yang telah dihapus dari
pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf o,
tidak menghapus hak Pamerintah Daerah untuk melakukan panagihan.

Tala cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati,

BAB Viil
SANKSI ADMINISTRAS| DAN SANKS| HUKUM

Bagian Kesatu
Sanksl Administrasi

Pasal 20
Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman bergulir dikenakan sanksi
administratif berupa denda paling tinggi 2% (dua per seratus) setiap bulan dari
pokok angsuran yang harus dibayar,

Peminjam dengan Kasifikasi pengembalian kurang lancar dan diragukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf ¢ dikenakan denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya penagihan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian denda dan upaya penagihan diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Hukum

Pasal 21

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum perdata dan/atau hukum pidana dalam
pelaksanaan program dana pinjaman bergulir dilakukan upaya hukum sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1)

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22
Parangkal Daerah yang melaksanakan urusan usaha mikro dan usaha keci
melakukan pembinaan atas pemanfaatan dana pinjaman bergulir.
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(2) Bank Pemerintah dan/atau lembaga keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang
ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dan penefima angsuran membuat laporan

bulanan kepada Perangkat Daerah pengelolaan danz pinjaman bergulir sebagal
bahan pengawasan,

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23
Fengelolaan dana pinjaman bergulir yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditatapkan di Purwokerto

Diundanghkan di jﬁ?ﬂz
?&gmrmu; D3 RAH KAPUPATEN BANYUMAS 1

f 4 1

M, IBRATT AT 7 7PIN, SEM M.Se 1,|
J FPeint ke aa Muda
r NIF : 183321204 ’.r&m 1003
LENRZRAN DARRAR BASTATEA 4Tkt SANYUEAS TABUN . 2009,
NOMOR . S.rcs TR 1 N |

e —————
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUFATEN BEANYUMAS
NOMOR |4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR

KABUFATEN BANYUMAS

PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan program pembangunan Dazrah yang mencakup seluruh
asp=k kehidupan masyarakat, diselenggarakan bersama antara Pemerintah
Daerah dengan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan bukan hanya ssbagai obyek saja. melainkan melibatkan langsung
agar masyarakat dapat bertindak sebagai subyek di dalam program
pembangunan.

Meskipun para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan
pelaku usaha dari kalangan masyarakat miskin produktif dalam menjalankan
usahanya masih menghadapi berbagai macam hambatan dan kendala, namun
pada kenyataanya mereka adalah para pelaku usaha ekonomi yang sangat kokoh,
pantang menyeran dan cukup besar peran sertanya sebagai salah satu bagian
dar pilar pertumbuhan perekonomian secara nasional.

Untuk mendorong meningkatnya pertumbuhan perekonomian bagi pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong meningkatnya
periumbuhan perekonomian masyarakat miskin predukiif, agar dapat menciptakan
lapangan kerja baru dan menekan jumiah angka kemiskinan, maka Femerintah
Daerah yang sejak tahun 2002 telah menyalurkan procram dana pinjaman bergulir
kepada masyarakat perlu secara berkesinambungan melzkukan pengembargan
program pemberdayaan dalam bidang pembiayaan yang dialckasikan setiap tahun
anggaran melalui APBD.

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud lebih memberdayakan para
pelaku UMKM dan para pelaku usaha dari kalangan masyarakat miskin produkiif,
sekaligus sebagal pedoman pelaksanaan pengelolaan dana pinjaman bergulir.
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Pasal 10 :

Cukup jelas.
Fasal 11 :

Cukup jelas
Pasal 12 :

Cukup jelas.
Fasal 13 :

Cukup jelas.
Fasal 14 :

Cukup jelas.
Pasal 15 :

Cukup jelas,
Pasal 16 :

Cukup jelas.
Pasal 17 :

Cukup jelas.
FPasal 18 :

F

Cukup jelas.

Pasal 19 :
Cuxup jelas

Pasal 20 :

ayat (1)



avat (2)

Yang dimaksud dengan upaya penagihan adalah pelaksanazn penacihan
oleh pelugas pengelola dana pinjaman bergulir bak langsung maupun tidak
langsung, baik secara lisan maupun tertulis.

ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 21 :

Cukup jelas.
Pasal 22 :

Cukup Jelas.
Pasal 23 :

Cukup jelas.
Fasal 24 :

Cukup jelas
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